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ABSTRAK 

 

 Perkawinan dapat dilangsungkan jika sudah memenuhi rukun dan syarat yang 

telah ditetapkan, salah satunya wali nikah. Berbicara mengenai masalah wali nikah 

secara umum dianggap mudah, tetapi yang terjadi dalam realitanya banyak terjadi 

permasalahan mengenai perwalian, seperti halnya mengenai pelimpahan perwalian 

ketika wali nasabnya masih ada. Kemudian hal inilah yang menarik perhatian penulis 

untuk mengangkat judul penelitian mengenai taukil wali, Oleh sebab itu perlu adanya 

rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana praktik taukil wali dalam akad nikah 

yang terjadi di KUA kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat?. 2) 

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik taukil wali dalam akad nikah yang 

terjadi di KUA kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat?. Tujuan masalah 

dalam penelitian ini yaitu : 1) Untuk mengetahui praktik taukil wali dalam akad nikah 

yang terjadi di KUA kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. 2) tinjauan 

hukum Islam terhadap praktik taukil wali dalam akad nikah yang terjadi di KUA kenali 

Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. 

 Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan 

(field research) yang memperoleh data langsung di lapangan, tepatnya untuk penelitian 

ini dilakukan di KUA Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Penelitian 

ini bersifat kualitatif, yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan 

teknik wawancara, dan dokumentasi. Sampel yang diambil berjumlah 18 orang dari 

populasi yang berjumlah 183 orang, sumber data dalam penelitian ini menggunakan 

sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan 

informan, sedangkan sumber data sekunder didapat dari buku, Koran, majalah, media 

social, jurnal dan lainny. 

 Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan, dapat dikatakan 

bahwa praktik taukil wali ini memang ada dan terjadi di KUA Kenali Kecaatan Belalau 

Kabupaten Lampung Barat, tetapi kasusnya tidak sebanyak di daerah lain yang 

menjadikan taukil wali ini kebiasaan. Alasan dilakukannya praktik taukil wali di KUA 

Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat disebabkan karena wali nasab 

kurangnya pengetahuan tentang wali nikah dan juga dikarenakan wali nasab gugup atau 

tebawa emosi sehingga dia tidak sanggup untuk mengucapkan ijab untuk akad nikah 

wanita yang berada di bawah dan sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat 

setempat dalam menikahkan anaknya menggunakan wali dari KUA. Tinjauan hukum 

Islam terhadap praktik Taukil wali yang dilakukan di KUA Kenali  yaitu jaiz (boleh) 

seperti halnya hukum asal wakalah, Sesuai dengan pendapat ahli ilmu fiqh mazhab 

Syafi`i dan mahzab Hanafi, Mahzab Hanbali. 

Kata Kunci : Perkawinan, Taukil Wali, Hukum Islam   
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MOTTO 

 

لِحِيَن مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِمَا ۟  وَأنَكِحُوا ىَم مِنكُمْ وَٱلص م إِن  ۟  ئِكُمْ ۟  ٱلَْْيَمَ
سِعٌ عَلِيمٌ  ۦ۟ ءَ يُ غْنِهِمُ ٱلل وُ مِن فَضْلِوِ ۟  فُ قَرَا ۟  يَكُونوُا وَٱلل وُ ومَ  

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak 

(berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. 

Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. 

(Q.S An-Nur : 32) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

     Judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah ―Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Akad Nikah (Studi di   KUA 

kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)‖. Untuk menghilangkan 

salah pengertian dalam memahami maksud judul skripsi ini, terlebih dahulu akan 

penulis uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. 

Berikut ini dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul tersebut di 

antaranya: 

1. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara 

konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan 

diterjemahkan dan memiliki arti.1 

2. Hukum Islam adalah seperangkat perturan atau norma-norma yang 

mengatur tingkah laku manusia, tetapi peraturan-peraturan tersebut langsung 

berasal dari Allah swt yang bersumber dari wahyu Al-Qur‘an dan sunnah 

Nabi saw. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan 

manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan 

lainnya.2 

3. Praktik  merupakan suatu sikap belum tentu otomatis terwujud dalam suatu 

tindakan (Overt Behavior). Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu 

                                                           
 1 Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia (Bandung: Yrama Widya, 2005), 10. 

 
2
 Barzah Latupono, Buku Ajar Hukum Islam (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 6. 
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perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang 

memungkinkan.3 

4. Taukil Wali  atau yang sering juga disebut Surat Ikrar Berwakil Wali, 

adalah apabila seorang wali yang berhalangan hadir disaat pelaksanaan akad 

nikah maka boleh diwakilkan kepada ( wali nasab atau kua atau penghulu 

(wali hakim) yang ditunjuk.4 

5. Akad Nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang 

melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul.5 

Berdasarkan uraian istilah di atas, maka yang dimaksud judul penelitian ini 

adalah suatu kajian penelitian dalam pandangan hokum Islam tentang adanya 

praktik taukil wali di Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. 

B. Latar Belakang Masalah  

      Manusia sebagai makhluk sosial berfungsi terhadap masyarakatnya, artinya 

memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan dengan orang lain. Sifat sosial 

yang dimiliki manusia sesuai dengan fitrahnya, yaitu adanya kesediaan untuk 

melakukan interaksi dengan sesamanya. Keluarga merupakan susunan masyarakat 

yang paling kecil. Keluarga adalah sebuah unit terkecil dari masyarakat yang 

                                                           
 

3
 Anak Agung Banyu Prawita dan Yanyan Mochammad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional 

(Bandung: Rosda Karya, 2008), 5. 
 

4
 Amir Syariffudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-

Undang Perkawinan, Cet-3 (Jakarta: Kencana, 2009), 69. 

 
5
 Ibid., 61. 
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terdiri dari sekumpulan orang dengan dihubungkan oleh ikatan perkawinan secara 

legal, adopsi, maupun pertalian darah dan mempunyai tujuan yang sama.6 

      Salah satu unsur yang paling utama dari akad  nikah adalah wali nikah. Wali 

nikah adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam 

suatu akad nikah dan wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu 

menikah dengan seorang pengantin laki-laki.7  

      Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi 

calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Menurut mayoritas 

ulama, termasuk Imam Syafi‘i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa seorang 

perempuan tidak diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri ataupun perempuan 

selain dirinya. Dengan demikian pernikahan, tidak dapat berlangsung dengan 

ucapan atau tindakan perempuan itu sendiri. Sebab perwalian merupakan syarat 

yang harus terpenuhi demi keabsahan suatu akad nikah.8 

       Dalam aturan perkawinan di Indonesia yang termuat dalam Kompilasi 

Hukum Islam juga menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan 

rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk 

menikahkannya. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan 

sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai wanita dan dapat pula sebagai 

orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan.9 

                                                           
 

6
 Arifuddin, Keluarga Dalam Pembentukan Akhlak Islamiah Kajian Dakwah Islam Melalui Pendekatan 

Fenommenologi (Yogyakarta: Ombak, 2015), 53. 
 

7
 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), 165. 

 
8
 Muhammad Bagir, Fiqh Praktis II (Bandung: Kharisma, 2008), 27. 

 
9
 Amir Syariffudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-

Undang Perkawinan, 69. 
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       Jumhur fuqaha, selain mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang 

perempuan tidak boleh mewakilkan wali kepada orang lain selain walinya untuk 

menikahkannya. Karena dia tidak memiliki pelaksanaan akad untuk dirinya 

sendiri, maka dia tidak memiliki hak untuk mewakilkan orang lain dalam perkara 

ini. Akan tetapi, wali mujbir si perempuan boleh mewakilkan orang lain untuk 

menikahkannya tanpa seizin perempuannya. Sebagaimana seorang wali boleh 

menikahkan perempuan tanpa seizinnya. Syarat seorang wali nikah sebagaimana 

syaratnya seorang wali, yaitu laki-laki, dewasa dan selain kedudukannya 

sebagaimana yang telah disebutkan, tidak sah dalam melaksanakan perwakilan 

dalam nikahnya wanita selain dari keluarganya.10 

      Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 232, 

yang berbunyi : 

  
  

   
   

   
   

    
   

   
   

    
       

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka 

janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal 

                                                           
 

10
 Wahbah Zuhaily, Al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu, Terjemahan (Bandung: Pustaka Media Utama, 2011), 

207. 
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suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang 

ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara 

kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. 

Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 232). 

 

Kompilasi hukum Islam juga menjelaskan tentang kebolehan perwakilan 

dalam pernikahan sebagaimana yang tercantum pada pasal 28 yaitu: ―Akad nikah 

dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali 

nikah juga dapat diwakilkan kepada orang lain‖.11 

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 20 

tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, pasal 12 ayat 4 ―Untuk melaksanakan 

ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala 

KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi 

syarat‖. Dan ayat (5) disebutkan ―Dalam  hal wali tidak hadir pada saat akad 

nikah, wali membuat surat  taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan 

Belalau Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan domisili atau keberadaan wali 

dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi‖.12 

Dalam praktek pelaksanaan akad nikah di masyarakat Kecamatan Belalau 

Kabupaten Lampung Barat sering terjadi seorang wali nikah dengan mudahnya 

memberikan kuasa hak perwaliannya kepada orang lain atau kepada Penghulu 

atau pegawai pencatat nikah, walaupun wali tersebut ikut serta menyaksikan akad 

pernikahan anaknya. Terlepas dari adanya udzur syar‘i, kondisi ini tentu 

                                                           
 

11
 Abdul Ghani Abdullah, Kompilasi Hukum Islam (Yogayakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 22. 

 
12

 Nomor 20 Tahun 2019 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Pencatatan Perkawinan 

Berdasarkan Hukum Islam. 
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memprihatinkan, dam memperjelas adanya hubungan yang kurang baik antara 

orang tua (wali) dengan anak kandungnya atau calon mempelai wanita. 

Sejatinya, seorang yang menjadi wali nikah untuk anaknya merupakan 

representasi cinta, do‘a dan restu atas pernikahan tersebut, sekaligus menunjukkan 

bahwa hubungan antara anak dan orang tua terjalin komunikasi yang baik dan 

harmonis. Dengan adanya saling setuju dalam menentukan calon suami antara 

anak dan orang tuanya akan tercipta suatu ketenangan dan ketentraman. Menjadi 

wali nikah merupakan bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Sang 

ayah  menunjukkan bahwa ia telah berhasil mengantarkan anak perempuannya itu 

hingga di usia dewasa dan siap untuk hidup bersama lelaki lain yang akan menjadi 

suaminya. Menjadi wali berarti bentuk tanggung jawab terakhir seorang ayah 

setelah sekian lama mendidik anak perempuannya. Kini saatnya ia harus 

merelakan anak perempuannya berpisah dengan dirinya, dan hidup mandiri 

bersama lelaki lain yang ia cintai. Menjadi wali berarti belajar ikhlas bagi seorang 

ayah untuk melepaskan kepergian anak perempuannya untuk hidup dengan lelaki 

lain. Selain itu, jika ada wali nikah yang memberikan taukil kepada orang lain, 

baik itu walinya berada di majlis akad nikah ataupun tidak, maka tetap akan 

diterima selama memenuhi syarat.  Dan jika taukil kepada penghulu maka itu juga 

sudah menjadi bagian dari tupoksi penghulu dan harus dilaksanakan, dan 
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penghulu tidak akan memaksa orang tua untuk tetap menjadi wali nikah untuk 

anaknya.13 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

    Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka ruang 

lingkup peruabahan dan kajian difokuskan pada : 

a. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik taukil wali dalam akad nikah 

di KUA kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.  

b. Taukil wali dalam akad  nikah yang terjadi di KUA kenali Kecamatan 

Belalau Kabupaten Lampung Barat 

2. Sub Fokus Penelitian 

     Adapun sub fokus penelitian ini bertujuan agar penelitian ini lebih 

terarah dan tidak ada kesalahpahaman antara penulis dan pembaca yaitu 

sebagai berikut : 

a. Praktik taukil wali di  Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. 

b. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik Taukil wali dalam akad  nikah 

yang terjadi di KUA kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung 

Barat. 

D. Rumusan Masalah    

    Berangkat dari pemaparan  dari latar belakang masalah, maka dapat 

dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 

                                                           
 

13
 Meli Diana, (Pra Survey),‖ Tupoksi Penghulu Dan Harus Dilaksanakan, Dan Penghulu Tidak Akan 

Memaksa Orang Tua Untuk Tetap Menjadi Wali Nikah Untuk Anaknya," Wawancara Dengan Penulis, 07 Desember 

2022.  
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1. Bagaimana Praktik Taukil Wali Dalam Akad  Nikah Yang Terjadi di KUA 

Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat?  

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik taukil wali dalam akad 

nikah yang terjadi di KUA kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung 

Barat? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui praktik taukil wali dalam akad nikah yang terjadi Di 

KUA kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat  

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik taukil wali dalam 

akad nikah yang terjadi di KUA kenali Kecamatan Belalau Kabupaten 

Lampung Barat. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis 

     Berguna sebagai upaya untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan 

bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya. 

2. Secara praktis 

     Penelitian ini di maksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna 

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari‘ah di Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selain itu, bagi penulis, hasil penelitian 

ini berguna untuk mengukur kemampuan penulis dalam menggali 

permasalahan taukil wali. bagi penghulu atau pegawai pencatat nikah, 
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penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan 

dalam praktek taukil wali nikah. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

     Ada beberapa literatur berupa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain: 

1. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Nattasya Meliannadya 

dengan judul ―Implementasi Taukil Wali dalam Peraturan Menteri Agama 

Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang‖. Dalam penelitiannya penulis 

menyimpulkan bahwa semua Kepala Kantor Urusan Agama memiliki 

pemahaman yang sama mengenai taukil wali yang terdapat dalam Peraturan 

Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, dan mereka juga sama-sama 

menyetujui adanya Peraturan Menteri Agama yang baru khususnya dalam 

hal taukil wali, namun dengan alasan yang berbeda-beda. Implementasi 

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang taukil wali di 

Kantor Urusan Agama Kota Malang telah berjalan dengan baik. Meskipun 

setiap penerapan Peraturan Menteri Agama memiliki kendala masing-

masing yang terjadi.14 Penelitian yang dilakukan oleh Nattasya Meliannadya 

mempunyai kesamaan dengan permasalahan yang di teliti oleh peneliti saat 

ini yakni sama-sama meneliti tentang taukil wali nikah dan sama-sama 

melakukan penelitian dalam bentuk penelitian lapangan. Perbedaan terletak 

pada fokus analisisnya.  

                                                           
 

14
 Nattasya Meliannadya, ―Implementasi Taukil Wali Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 

2019 Di Kota Malang,‖ SAKINA: Journal of Family Studies Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang Vol. 4 No. 1 (2020): 1–12. 
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2. Penelitian dalam skripi Dias Putri Cahyani dengan judul ―Analisis Terhadap 

Praktik Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam‖ (Studi Kasus di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung) tahun 

2022 Fakultas Syarian Uin Raden Intan Lampung, menulis bahwa Dalam 

pandangan Hukum Islam, Taukil wali termasuk dalam konsep wakalah yang 

mana di dalam Islam praktiknya dibolehkan. Tetapi tidak semua keinginan 

wali untuk melakukan taukil wali ini diizinkan, karena ada prosedur-

prosedur yang harus dipenuhi agar praktik taukil wali ini bisa dilakukan, di 

KUA Kemiling sendiri praktiknya sudah sesuai dengan yang seharusnya 

karena telah memenuhi rukun dan syarat dari wakalah atau taukil wali itu 

sendiri.
15

 

    Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang 

taukil wali nikah menurut hukum Islam, sedangkan perbedaan nya ada pada 

objek penelitian yaitu penulis meneliti di KUA Kenali Kecamatan Belalau 

Kabupaten Lampung Barat, sedangkan peneliti Dias Putri Cahyani meneliti 

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. 

3. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Oktaviani dan Arif 

Suganda, dengan judul ―Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kiai (Praktek 

Taukil Wali Nikah di Masyarakat Adat Sasak Sade)‖. Penelitian ini 

menyimpulan bahwa praktek taukil wali nikah telah berjalan sejak lama 

sehingga menjadi kebiasaan bagi masyarakat di Dusun Sade yang secara 

                                                           
 15 Dias Putri Cahyani, ―Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam, (Studi 

Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung),‖ (Skripsi, UIN Raden Intan 

Lampumg, 2022), 3. 
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garis besar disebabkan pandangan masyarakat yang menganggap taukil wali 

nikah sebagai sarana menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa 

mereka tidak begitu mengaharapkan mempunyai besan, dan cara tersebut 

untuk menghindari gunjingan dari masyarakat. Selain itu taukil wali nikah 

sudah menjadi kesepakatan dan jika tidak dilaksanakan akan dikenakan 

sanksi. Dan seiring berjalan waktu taukil wali nikah di Dusun Sade 

dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada kyai.16 Penelitian yang 

dilakukan oleh Oktaviani dan Arif Suganda mempunyai persamaan dan 

perbedaan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti sekarang. 

Persamaannya terletak pada masalah penelitian yakni tentang taukil wali 

nikah, dan jenis penelitiaannya sama-sama berbentuk penelitian lapangan. 

Sedangkan perbedaanya terletak pada focus pembahasan yang   di analisis. 

4. Penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Eko Setiawan 

dkk Pada tahun 2022 dengan judul ―Pandangan Hukum Islam Tentang 

Calon Suami Mewakilkan Akad Qobul Pernikahan Kepada Orang Lain Pada 

Masa Pandemi‖. Hasil penelitian nya menunjukkan bahwa Para ahli Fiqih 

sepakat bahwa setiap akad yang boleh dilakukan orang sendiri, berarti boleh 

juga di wakilkan kepada orang lain, seperti akad jual beli, sewa menyewa, 

penuntutan hak, perkara pernikahan, cerai dan akad lain yang memang boleh 

diwakilkan. Sebagaimana bolehnya wali pernikahan yang mewakilkan ijab 

pernikahan maka boleh juga bagi calon penganti pria yang mewakilkan 

                                                           
 

16
 Oktaviani dan Arif Suganda, ―Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kiai (Praktek Taukil Wali Nikah Di 

Masyarakat Adat Sasak Sade,‖ Jurnal Al-Aḥwal Vol.12 No. 2 (2019). 
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kepada orang lain untuk mengqabulkan akad pernikahannya. Artinya 

pengantin pria mengaqabulkan akad  pernikaha untuk calon pengantin pria 

sehingga akad pernikahan tetap dapat dilaksakan.17 Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Eko Stiawan dkk persamaannya terletak pada Taukil 

wali yang dibahas secara umum, perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Eko Setiawan dkk terletak  pada focus pembahasannya, 

Eko Setiawan dkk ber-fokus pada pembahasan akad qobul pada masa 

pandemi,namun penelitian ini ber-fokus pada pembahasan tentang taukil 

wali dalam proses akad nikah yang terjadi di Kecamatan Belalau Kabupaten 

Lampung Barat. 

5. Penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal yang dilakuan oleh Haya Zabidi 

dan Siti Khadijah pada tahun 2020 dengan judul ―Implementasi Peraturan 

Menteri Agama (PMA) no  20 tahun 2019 tentang Taukil Wali bilkitabah 

dalam Akad nikah di kantor urusan agama (KUA) Kabupaten Banjar‖  hasil 

Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 tahun 2019 tentang 

Taukil Wali Bilkitabah dalam akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) 

kabupaten Banjar telah dilaksanakan dan diterapkan dengan baik.18 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Haya 

Zabidi dan Siti Khadijah sama-sama membahas tentang Taukil wali namun 

perbedaannya terletak pada fokus pembahasan dan lokasi penelitiannya. 

                                                           
 

17
 Eko Setiawan, ―Pandangan Hukum Islam Tentang Calon Suami Mewakilkan Akad Qobul Pernikahan 

Kepada Orang Lain Pada Masa Pandemi,‖ Jurnal Mamba‟Ul-Ulum Vol. 18 No. 2 (2022): 110–21. 

 
18

 Haya zabidi dan Siti Khadijah, ―Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 

Tentang Taukil Wali Bilkitabah Dalam Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama(KUA) Kabupaten Banjar,‖ Jurnal 

Syariah Darussalam Vol. 5 No. 1 (2022): 27–44. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Haya Zabidi dan Siti Khadijah ber-fokus 

pada implementasi Peraturan Menteri Agama no 20 tahun 2019 tentang 

taukil wali dan lokasi penelitiannya terletak di Kabupaten Banjar.Sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada taukil wali dalam 

akad nikah yang bersifat tidak urgent dan lokasi penelitiannya di Kecamatan 

Belalau Kabupaten Lampung Barat. 

H. Metode Penelitian 

      Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam 

mencari, menggali, membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh 

kembali pemecahan terhadap masalah.19  

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian  

   Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan  (field 

research). Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang 

langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.20  Data 

diperoleh dengan penelitian secara langsung ke lapangan yang 

diadakan untuk memproleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan 

mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi 

sosial, ekonomi, atau politik dari suau kelompok ataupun suatu 

daerah. Adapun penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung 

di Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. 

b. Sifat Penelitian 

                                                           
 

19
 Joko Suvbagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), 5. 

 
20

 Susiadi, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015), 12. 
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 Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yang bersifat 

deskriptif analisis yaitu mempelajari masalah-masalah dalam 

masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta 

situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-

sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses, yang sedang 

berlangsung.21 Penelitian ini menggambarkan tentang praktik taukil 

wali dalam proses akad nikah yang terjadi di Kecamatan Belalau 

Kabupaten Lampung Barat. 

2. Sumber Data 

    Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.22 Adapun sumber 

data dalam penelitian ini terdiri dari: 

a.   Sumber Data Primer  

  Data yang dianggap data utama dalam penelitian, yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang 

memberikan informasi langsung pada penelitian. Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dari  hasil dokumentasi dan wawancara 

dengan informan penelitian yang ada di Kecamatan Belalau 

Kabupaten Lampung Barat. 

b. Sumber Data Sekunder  

 Data yang merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data 

ini berusaha mencari sumber lain yang ada berkaitannya dengan 

                                                           
 

21
 Ibid., 16. 

 
22

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revi (Jakarta: Reanika 

Cipta, 2017), 114. 
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masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka yaitu buku-buku, 

laporan hukum, rancangan undang-undang, kamus hukum, jurnal 

hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 

 

 

3.  Populasi Dan Sampel 

a. Populasi  

 Suharmi Arikunto mengatakan bahwa populasi adalah 

keseluruhan dari subjek penelitian.23 Populasi dalam penelitian ini 

yaitu seluruh masyakat yang menikah di KUA Kecamatan Belalau 

Kabupaten Lampung Barat yang  menggunakan Taukil wali nikah  

yang berjumlah  183 orang. 

b. Sampel 

 Sampel menurut Suharsimi Arikunto yaitu sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti.24 Apabila jumlah sampel lebih dari 100, maka 

pengambilan sampel 10 % -15 % atau 20 % - 25 % atau lebih.25 Maka 

pengambilan sampel dari penelitian ini adalah 10 % dari populasi 

yang ada, karena jumlah populasi melebihi 100 yaitu 183 orang.  

                                                           
     

23
 Ibid., 188. 

24
 Suvbagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik, 5. 

 
25

 Suharsimi Arikunto, Prosesdur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Renika Cipta, 2002), 

112. 
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   Berarti 183 
   

   
  = 18, Maka jumlah sampel yang diambil dalam 

penelitian ini berjumlah 18 orang yang melakukan taukil wali nikah di 

KUA Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. 

4. Metode Pengumpulan Data 

    Pengumpulan data dilakukan untuk memproleh informasi yang 

dibutukan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode yang 

digunakan dalam pengumpulan data yaitu: 

a. Wawancara 

 Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 

yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan tanya 

jawab baik secara langsung dengan orang yang memberikan 

keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan interview bebas 

terpimpin. 

b. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan lain 

sebagainya.26 Metode ini untuk menghimpun atau memproleh data, 

dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip atau 

dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian. 

5. Metode Pengolahan Data  

                                                           
26

 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cet. Ke-7 (Bandung: Mandar Maju, 2009), 202. 
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     Pengolahan data adalah suatu proses dalam memproleh data ringkasan 

dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu, data yang kemudian 

dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 

a.   Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah data yang 

terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau 

relevan dengan masalah. Karena kemungkinan data yang masuk atau 

terkumpul itu tidak logis dan meragukan. 

b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan 

dan sistematis. 

c. Sistematis data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika 

bahasa berdasarkan urutan masalah.27  

6. Metode Analisis Data 

    Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan 

dari lapangan, maka penulis mengolah secara sistematis sesuai dengan 

sasaran permasalahan dan menganalisa data tersebut, adapun metode analisa 

data yang dipergunakan yaitu metode kualitatif yang merupakan data tidak 

berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil 

penelitian tetapi masih merupakan fakta-fakta verbal, atau masih dalam 

bentuk keterangan saja.28 Analisis deskriptif adalah suatu bentuk 

menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya 

                                                           
27

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Cet I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 

120. 
28

Syaipan Djambak, Metodologi Penelitian (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008), 78. 
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tentang apa yang diperoleh dilapangan, dengan cara melukiskan, 

memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan 

teori yang ada untuk menarik kesimpulan  dalam upaya pemecahan 

masalah.29 

    Analisa deskriptif ini dipergunakan dengan cara menggunakan dan 

merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan 

sebagai jawaban dari permasalahan yang yang ada dengan menggunakan 

pendekatan induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, atau 

peristiwa-peristiwa khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang 

mempunyai sifat umum. 

I. Sistematika Pembahasan 

    Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari 

beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut: 

     Bab satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang penegasan judul, latar 

belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 

penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

    Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai 

taukil wali dalam akad nikah menurut hukum Islam. 

     Bab tiga adalah deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai 

gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian yang diperoleh 

                                                           
29

 Mohammad Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 34. 
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melalui wawancara di lapangan tentang praktik taukil wali dalam akad nikah di 

KUA kenali Kecamatan belalau Kabupaten Lampung Barat. 

     Bab empat membahas mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian 

terkait praktik taukil wali dalam akad nikah di KUA Kenali Kecamatan Belalau 

Kabupaten Lampung Barat dan juga tinjauan hukum Islam terhadap praktik taukil 

wali dalam akad nikah di KUA kenali Kecamatan belalau Kabupaten Lampung 

Barat. 

     Bab lima sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan dan rekomendasi. 

Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan 

juga akan diungkapkan beberapa rekomendasi sebagai saran yang diperlukan. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

 

A. Perkawinan  

1. Pengertian perkawinan  

     Secara bahasa perkawinan berasal dari kata an-nikah yang mempunyai 

dua makna arti yaitu, jimak (al-wath‟u) adalah hubungan seksual atau biasa 

disebut dengan hubungan badan antara suami dan istri , dan akad (al-„aqdu) 

adalah ikatan atau kesepakatan yang mengikat laki-laki dan perempuan 

dalam satu ikatan perkawinan. Indonesia adalah negara majemuk dengan 

jumlah umat Islam sebagai kelompok mayoritas. Implikasinya adalah, 

dibutuhkan aturan-aturan hukum yang mengatur kebutuhan hajat hidup 

mereka, seperti perkawinan, pelaksanaan haji, pendistribusian zakat, 

pengelolaan wakaf, ekonomi Islam, dan lainnya.30 Secara istilah, terdapat 

beberapa definisi dari para ulama masing-masing madzhab, yaitu:31  

a. Madzhab al-Hanafiyah  mendefinisikan perkawinan sebagai akad  

yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan 

seksual dengan seorang wanita yang tidak ada larangan untuk dinikahi 

secara syari.  

                                                           
 

30
 Ahmad Rajafi, ―Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dari Orde Lama Hingga Orde Reformasi,‖ Al-

‟Adalah: Journal of Constitutional LawAl-‟Adalah 14 No. 2 (2018): 311, 

https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2059. 

 
31

 Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 

8. 
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b. Madzhab al-Malikiyah mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah 

akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan 

mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan shighah.  

c. Madzhab al-Syafi‗iyah mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang 

mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz 

nikah, tazwij atau lafaz yang maknanya sepadan.  

d. Madzhab al-Hanabilah mendefinisikan perkawinan sebagai akad 

perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafaz nikah, tazwij, dan 

lafaz yang punya makna sepadan.32 

     Islam sebagai agama yang mengajarkan kebaikan dan kebahagiaan, 

sudah barang tentu apa yang diajarkannya tidak lepas dari nilai-nilai 

kebajikan. Dalam  hal berkeluarga, Islam mempunyai visi yang jelas, yakni 

menjadikan keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang nyaman, 

aman, damai dan menentramkan bagi semua individu yang ada didalamnya. 

Berkeluarga juga dalam Islam dijadikan sebagai institusi yang bisa 

dimanfaatkan untuk membincangkan segala hal, baik yang menyenangkan 

maupun yang menyedihkan, baik yang menguntungkan maupun yang 

merugikan. Keluargalah tempat untuk saling berbagi atas segala 

problematika yang mewarnai perjalanannya33.  

                                                           
 

32
 Ibid., 5. 

 
33

 Abdul Hanif Abdul Qodir Zaelani, Is Susanto, ―Konsep Keluarga Sakīnah Dalam Al-Qur‘an,‖ El-

Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2021): 39–40, 

https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10897. 
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      Dengan berkeluarga pula, bisa dijadikan tempat untuk menempa 

segala nilai kekeluargaan dan kemanusiaan. Segala Dari beberapa 

pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau nikah adalah 

suatu akad untuk membolehkan seorang laki-laki dan perempuan yang 

bukan mahram melakukan hubungan seksual.34 Dengan melakukan 

perkawinan, maka berakibat saling mendapatkan hak dan kewajiban serta 

memiliki tujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-

menolong. Sebab perkawinan merupakan pelaksanaan agama, maka 

didalamnya terkandung adanya tujuan mengharapkan ridha Allah swt. 35 

2.  Dasar Hukum Perkawinan 

      Islam memandang perkawinan sebagai fitrah manusia yang terpuji 

agar bisa menyalurkan nafsu seksualnya tanpa membuat kerusakan pada 

dirinya sendiri maupun masyarakat dengan tetap menjaga agamanya, 

kalaupun syahwat sudah tidak tertahankan maka agama mensyariatkan 

untuk berpuasa agar bisa tertahan dalam dirinya secara mental karena 

mendekat kepada Allah swt.36 Perkawinan juga merupakan ikatan suci dan 

kokoh antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Dijelaskan dari 

firman Allah swt: 

                                                           
 

34
 Nasruddin, Fiqh Munakhat (Lampung: CV. TeamMsBarokah, 2015), 36. 

 
35

 and Meriyati Meriyati Hermanto, Agus, Dwi Wulandari, ―Nikah Misyar Dan Terpenuhinya Hak Dan 

Kewajiban Suami Istri,‖ Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 13, no. 2 (2020): 131–60, 

https://doi.org/http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/6555. 

 
36

 Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam 

Legislasi Perkawinan Indonesia (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 2. 
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مْ  تُ نْ  مْ وَأَ كُ اسٌ لَ بَ ن  لِ ۟   ىُ مْ  كُ ائِ سَ لََم نِ ثُ إِ امِ الر فَ يَ ةَ الصِّ ي ْ لَ مْ لَ كُ حِل  لَ أُ
مْ  كُ يْ لَ ابَ عَ تَ مْ فَ  كُ سَ فُ نْ  ونَ أَ انُ مْ تََْتَ تُ نْ مْ كُ ن كُ مَ الل وُ أَ لِ ۟   عَ نُ   اسٌ لََ بَ لِ
وا  لُ ۟   وَ كُ مْ  كُ بَ الل وُ لَ تَ ا كَ وا مَ ت َ غُ  ْ ن  وَاب رُوىُ اشِ نَ بَ الْْ ۟    فَ مْ  كُ نْ ا عَ فَ وَعَ

نَ  وَدِ مِ طِ الَْْسْ نَ الَْْيْ ضُ مِ يَ طُ الَْْبْ  مُ الَْْيْ كُ َ لَ ين  بَ  تَ م يَ  وا حَتَّ  رَبُ وَاشْ
ونَ فِِ  فُ اكِ تُ مْ عَ  ْ ن ن  وَأَ رُوىُ اشِ بَ ۟   وَلََ تُ  لِ  لََ الل يْ امَ إِ يَ تِم وا الصِّ ۟  ثُُ  أَ رِ  جْ فَ الْ
وِ  اتِ ُ الل وُ آيَ ينِّ بَ   ُ كَ ي لِ ذمَ ۟     كَ وىَ ا رَبُ قْ  َ لََ ت ودُ الل وِ فَ دُ كَ حُ لْ ۟   تِ دِ  اجِ سَ مَ الْ

ونَ ﴿٧٨١﴾ ت  قُ مْ يَ  ل هُ عَ لن اسِ لَ  لِ
Artinya : Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur 

dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun 

adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak 

dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi 

maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang 

telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang 

bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian 

sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu 

campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan 

Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. 

Q.S. al-Baqarah [2]: 187 

 

       Perkawinan sebagai keharusan bagi setiap pasangan laki-laki dan 

perempuan untuk menjalin hidup berkeluarga dan melanjutkan keturunan 

mereka. Selain itu Islam juga memandang suatu perkawinan itu sebagai 

kesucian manusia yang berperan sebagai makhluk sosial bermoral oleh 

Allah swt. Sebagaimana Allah swt menciptakan Nabi Adam as kemudian 

diciptakan pula Hawwa sebagai pasangan hidupnya dan mereka hidup 

terikat sebagai suami istri. Perkawinan juga menunjang keberlangsungan 

peradaban manusia di bumi, karena tanpa ada perkawinan maka derajat 

manusia sepadan dengan para hewan. Walaupun banyak umat yang ingkar 
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kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul tetapi mereka tetap hidup 

dalam ikatan perkawinan sesuai dengan syariat Allah swt. Hal itu cukup 

menunjukkan bahwasanya manusia tidak bisa hidup tanpa ikatan 

perkawinan sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga.  

      Nikah merupakan salah satu  ibadah yang mempunyai dasar hukum 

baik dari firman Allah swt langsung dalam al-Qur‗an maupun dari Hadits 

Rasulullah saw. Berikut adalah dasar-dasar hukum nikah berdasarkan 

firman Allah swt dalam al-Qur‘an: 

a. Q.S. al-Dzariyat: 49 

رُون﴿۳۴﴾ ذَك  مْ تَ ل كُ عَ يْنِ لَ ا زَوْجَ نَ قْ لَ ءٍ خَ يْ نْ كُلِّ شَ  وَمِ
Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan 

supaya kamu mengingat kebesaran Allah.( Q.S. al-Dzariyat: 49) 

 

 

     Sesuatu yang diciptakan secara berpasangpasangan ini merujuk 

pada seluruh ciptaan Allah swt dan segala sesuatunya seperti halnya 

langit yang berpasangan dengan bumi, matahari dengan bulan, malam 

dengan siang, daratan dengan lautan, gelap dan terang, iman dan 

kufur, hidup dan mati, bahagia dan sedih, begitupun dengan makhluk 

Allah baik manusia, hewan, maupun tumbuhan diciptakan berpasang-

pasangan sesuai dengan jenisnya masing-masing, laki-laki dengan 

wanita, dan jantan dengan betina, hingga benang sari dengan putik.37 

 

                                                           
 

37
 Syihabuddin, Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Edisi Ke-4 (Jakarta: Gema Insani, 

2012), 478. 
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b. Q.S. al-Rum: 21 

لَ  عَ ا وَجَ هَ  ْ ي لَ وا إِ نُ كُ سْ تَ ا لِ زْوَاجً مْ أَ كُ سِ فُ نْ  نْ أَ مْ مِ كُ قَ لَ لَ نْ خَ وِ أَ اتِ نْ آيَ وَمِ
رُونَ﴿۱۲﴾ ك  فَ تَ  وْمٍ يَ  قَ اتٍ لِ يَ كَ لَْ لِ ن  فِِ ذمَ ۟  إِ ةً وَرَحَْْةً  وَد  مْ مَ كُ نَ يْ   بَ 
Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir.  

 

c. Q.S. al-Nur: 32 

 

نْ  ۟   إِ مْ  كُ ائِ مَ مْ وَإِ ادكُِ بَ نْ عِ الِِِيَن مِ مْ وَالص  كُ نْ ىم مِ امَ وا الَْْيَ حُ كِ نْ وَأَ
يمٌ ﴿۲۱﴾ لِ عٌ عَ ۟   وَالل وُ وَاسِ وِ  لِ ضْ نْ فَ مُ الل وُ مِ هِ نِ غْ  ُ رَاءَ ي قَ وا فُ  ونُ كُ  يَ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara 

kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. 

Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-

Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. 

 

     Menurut Ibnu Katsir, ayat di atas merupakan perintah untuk menikah, 

sebagian dari ulama menganggap bahwa ini adalah kewajiban untuk 

menikah jika seseorang itu sudah mampu atau sangup untuk menikah, al-

Maraghi menafsirkan kata ََين حِ لِ ا  untuk para laki-laki atau perempuan وَالصَّ

yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami isteri, seperti 

berbadan sehat, mempunyai harta.  Quraysh Shihab menafsirkan sebagai 

seseorang yang sudah mampu secara mental dan spiritual.38 Kalimat jika 

mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka, kalimat itu 

                                                           
 

38
 Agus Hermanto, ―Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Normatif Serta Hukum Positif Di 

Indonesia,‖ Justicia Islamica Vol. 13 No. 1 (2016): 51–66, 

https://doi.org/https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/455. 
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ditafsirkan oleh Ibnu Abbas sebagai motivasi untuk mereka untuk menikah 

dan Allah menjanjikan kemampuan materi kepada mereka.39 

  Selain dari firman Allah swt dalam Al-Qur‗an, terdapat pula beberapa 

Hadits yang memerintahkan untuk nikah yaitu antara lain: 

 اسْتَطَعَ  مَنِ  الش بَابِ رَسُوالل وِ:ياَمَعْشَرَ  لنََا قاَلَ  عَنْوُ  رَضِيَ الل و مَسْعُوْدٍ  بْنِ  عَبْدِالل وِ  عَنْ 
 باِلص وْمِ  فَ عَلَيْوِ  يَسْتَطِعْ  لَْ  وَمَنْ  للِْفَرجِْ  للِْبَصَروَِأَحْصَنُ  أغََضم  فإَِن وُ  البَاءَةَفَ لْيَتَ زَو جْ  مِنْكُمُ 

وجَِءٌ  لَوُ  فإَِن وُ   
 

Artinya : Dari Abdullah bin Mas‟ud berkata bahwa Rasulullah saw 

bersabda kepada kami, “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu 

sudah mampu kawin (mampu memberi nafkah) maka kawinlah. Karena itu 

dapat menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Dan 

siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena puasa (menjadi) 

pencegah baginya.” (HR. Bukhari Muslim).40   

 

      Dalam hadits itu kata ―mampu‖ diartikan oleh sebagian ulama sebagai 

kemampuan untuk berjimak dan sebagian yang lain berpendapat mampu 

yang dimaksud adalah mampu memberi nafkah, karena berjimak juga 

termasuk nafkah yang diberikan. Kemudian terdapat kalimat ―karena itu 

dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan‖ mempunyai 

maksud jika sudah menikah maka pandangan dan kemaluan kita akan 

terjaga untuk berbuat maksiat, karena sudah ada pasangan yang dapat 

memenuhi persoalan itu. Sedangkan kalimat ―belum mampu‖ merujuk 

kepada ketidakmampuan seseorang untuk memberikan nafkah, maka jika 

                                                           
 

39
 Syihabuddin, Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, 495. 
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 Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih 

Islam, Edisi Ke-5 (Jakarta: Darul Haq, 2017), 529. 
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belum mampu untuk menikah maka disarankan hendaklah mereka berpuasa 

karena puasa dapat dijadikan tameng atau perlindungan bagi seseorang 

untuk menahan syahwatnya sehingga tidak berbuat maksiat.41seperti halanya 

hadist dibawah ini,  

مَةِ  لقِيَا يَ وْم الْمَُمَ  بِكُم أبُاَىِي ثُ رُوْافإَِنّ تَ نَاكَحُوْاتَكْ   

Artinya : “Menikahlah dan perbanyaklah jumlah kalian. Sebab, aku bangga 

dengan jumlah kalian di hadapan umat yang lain pada hari kiamat.” (HR. 

Ibnu Majah)42 

 

      Karena menikah memiliki tujuan untuk meneruskan keturunan maka 

kalimat memperbanyak jumlah kalian dalam hadis tersebut bermakna agar 

dapat memperbanyak kaum muslim sehingga dapat menjaga keturunan 

muslim sehingga membuat kaum non-muslim atau kafir gentar, dan 

diharapkan hasil dari perkawinan itu lahirlah para pejuang agama Islam 

yang dapat membela dan membentengi agamanya.43 

3. Rukun dan Syarat Perkawinan 

     Rukun adalah unsur melekat pada suatu peristiwa hukum seperti 

halnya perkawinan. Rukun diposisikan sebagai penentu sah tidaknya suatu 

peristiwa hukum, maka rukun suatu hal itu harus terpenuhi semua. Syarat 

adalah hal-hal yang melekat pada rukun atau unsur suatu peristiwa hukum. 

Jika syarat tidak terpenuhi maka peristiwa hukum itu tidak dengan 

sendirinya batal tetapi tidak dipenuhi syarat itu akan merusak rukun dari 

                                                           
 

41
 Saleh Al-Fauzan, Fiqh Sehari-Hari, Edisi Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2006), 643. 
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 Badiuzzaman Said Nursi, Tuntunan Bagi Perempuan (Banten: Risalah Nur Press, 2021), 24. 
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 Saleh Al-Fauzan, Fiqh Sehari-Hari, 637. 



28 
 

 
 

peristiwa hukum itu tersebut dan akhirnya peristiwa hukum itu batal karena 

rukunnya tidak sempurna dijalani.44 

a. Rukun Nikah menurut Para Madzhab 

1) Madzhab Hanafi  

 Menurut madzhab ini, rukun perkawinan itu hanya 

mencakup satu hal saja yaitu: ijab kabul dari akad perkawinan 

itu saja. 

2) Madzhab Maliki 

 Menurut madzhab ini, rukun perkawinan mencakup tiga 

hal yaitu: wali nikah, pasangan laki-laki dan perempuan yang 

akan menikah, dan ijab kabul. 

3) Madzhab Syafi‗i 

 Menurut madzhab ini rukun perkawinan mencakup empat 

hal yaitu: ijab kabul, pasangan laki-laki dan perempuan yang 

akan menikah, dua orang saksi, dan wali. 

4) Madzhab Hanbali 

 Menurut madzhab ini menyebutkan ada tiga hal yang 

mencakup rukun nikah yaitu, pasangan laki-laki dan perempuan 

yang akan menikah, ijab, dan kabul.45 

Dalam pedoman pegawai pencatat nikah disebutkan rukun 

nikah, yaitu;  

                                                           
 

44
 Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di 

Indonesia Dan Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 90. 
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 Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan, 92. 
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a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan.  

b. Wali dari calon mempelai perempuan.  

c. Dua orang saksi (laki-laki)  

d. Ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya.  

e. Kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya.46 

b. Syarat Sah Nikah 

1) Calon mempelai laki-laki syarat-syaratnya:  

a) Beragama Islam  

b) Terang prianya (bukan banci)  

c) Tidak dipaksa  

d) Tidak beristri empat orang  

e) Bukan mahram calon suami  

f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon 

istri  

g) Mengetahui calon istri tidak haram dinikahinya  

h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.47 

2) Calon mempelai wanita  

a) Beragama Islam  

b) Terang wanitanya  

c) Tidak dipaksa  

                                                           
 

46
 Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji (Jakarta: 
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d) Tidak bersuami  

e) Bukan mahram calon suami  

f) Tidak sedang dalam masa iddah  

g) Mengetahui calon suami tidak haram dinikahinya  

h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.48 

3) Wali dari calon mempelai wanita 

Perkawinan harus dilangsungkan dengan wali, apabila 

dilangsungkan tidak dengan wali atau yang berhak maka 

perkawinannya tersebut tidak sah. 

4) Saksi dalam perkawinan 

 Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan 

akad nikah, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah 

dilangsungkan, akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah.49 

Adapun syarat-syarat saksi dalam perkawinan ialah:  

a) Mukallaf atau dewasa, karena hanya orang yang sudah 

dewasalah yang dapat mempertanggung-jawabkan 

perbuatannya dalam hal persaksiannya.  

b) Muslim, orang yang bukan muslim tidak boleh menjadi 

saksi.  
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c) Saksi harus mengerti dan mendengarkan perkataan-

perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah 

dilaksanakan.  

d) Adil, yaitu orang yang taat beragama, dalam arti tidak 

pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan 

dosa kecil dan tetap menjaga muruah.  

e) Saksi itu berjumlah dua orang  

f) Kedua saksi itu adalah laki-laki.50  

Selain merupakan rukun nikah, dua orang saksi 

dimaksudkan guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan 

yang bakal terjadi di kemudian hari, apabila salah satu suami 

atau istri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke 

pengadilan Ketentuan saksi diatur dalam KHI pasal 24, 25, dan 

26 dengan rumusan sebagai berikut :  

Pasal 24 

1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan 

akad nikah.  

2) Setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang 

saksi. 
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Pasal 25 

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah 

seorang laki-laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu 

ingatan, dan tidak tuna rungu.  

Pasal 26 

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah 

serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad 

nikah dilangsungkan.51 

5) Ijab dan qabul 

 Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali 

dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya 

disaksikan oleh dua orang saksi. Syarat-syarat ijab qabul  

a) Hendaknya menggunakan bahasa yang dapat dimengerti 

oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan 

saksi.  

b) Akad nikah harus dilaksanakan dalam satu majelis  

c) Ijab qabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat, 

disandarkan pada waktu yang akan datang, atau dibatasi 

dengan jangka waktu tertentu.  

d) Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi kata-kata lain 

atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang 
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mempunyai maksud mengalihkan akad yang sedang 

dilangsungkan.  

e) Pada dasarnya ijab dan qabul harus diucapkan secara lisan 

kecuali bagi orang yang tidak dapat mengucapkan secara 

lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda 

isyarat tertentu.52 

6) Mahar 

 Mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan, tetapi 

ketentuan Islam menyebutkannya sebagai suatu kewajiban yang 

harus dibayarkan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya 

dengan kata lain mahar adalah suatu pemberian wajib dari 

seorang suami kepada seorang istri dalam kaitannya dengan 

perkawinan.53 

B. Wali dalam Akad Nikah 

1. Pengertian Wali Nikah 

    Wali dalam pernikahan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon 

mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya. Perwalian 

dalam fiqh Islam disebut dengan “al-walayah” (َالَْوَالََيه) kata seperti (َالضَلََلَة) 

Secara etimologis memiliki beberapa arti, diantaranya adalah cinta (َالْمَحَبح) 
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dan pertolongan (نشرة). Hakikat dari (َالْوَلَلَيت) adalah ( مرتوالىالَ ) (mengurus atau 

menguasai sesuatu).54 

       Ada beberapa pendapat tentang pentingnya wali sebagai syarat sahnya 

nikah menurut hukum Islam. Hal ini sudah lama menjadi bahan diskusi para 

ahli ilmu fiqh sejak lahirnya mazhab Syafi`i dan mahzab Hanafi. Mahzab 

Syafi`i mengemukakan bahwa wali merupakan salah satu syarat untuk 

sahnya nikah, sedangkan mahzab Hanafi mengemukakan bahwa wali 

merupakan sunnah hukumnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah 

SWT Surat Al Baqarah ayat 234: 

رٍ  هُ شْ ةَ أَ عَ رْبَ  ن   أَ هِ سِ فُ نْ  أَ نَ بِ رَب صْ تَ   َ ا ي زْوَاجً رُونَ أَ ذَ مْ وَيَ كُ نْ وَف  وْنَ مِ تَ  ينَ يُ  وَال ذِ
ن   هِ سِ فُ نْ  نَ فِِ أَ لْ عَ ا فَ  يمَ مْ فِ كُ يْ لَ احَ عَ نَ لََ جُ ن  فَ هُ لَ جَ نَ أَ غْ لَ  َ اب ذَ إِ ۟  فَ رًا شْ وَعَ

يٌ ﴿۱۲۳﴾ بِ ونَ خَ لُ مَ عْ اَ تَ  ۟   وَالل وُ بِِ عْ رُوفِ  مَ الْ  بِ
 Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan 

isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) 

empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka 

tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri 

mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. ( 

Q.S Al Baqarah : 234) 

      Disebutkan bahwa akad nikah yang dilakukan oleh perempuan dan 

segala sesuatu yang dikerjakannya tanpa menggantungkannya kepada wali 

atau izinnya adalah sah. Berdasarkan ayat di atas, Hanafi memberikan hak 

sepenuhnya kepada perempuan mengenai urusan dirinya dengan 

meniadakan campur tangan orang lain, dalam hal ini adalah campur tangan 
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seorang wali berkenaan dengan masalah pernikahan. Pertimbangan yang 

rasional dan logis inilah yang membuat Hanafi mengatakan tidak wajibnya 

wali nikah bagi wanitayang hendak menikah.55 

       Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para 

fuqaha seperti yang diformulasikan oleh Abdurrrahman al- Jaziri, wali ialah 

orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali 

adalah tidak sah hukumnya. Wali adalah ayah dan seterusnya. Sejalan 

dengan itu, menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan wali secara 

umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk 

bertindak terhadap dan atas nama orang lain.56 Orang yang mengurusi atau 

menguasai sesuatu (akad atau transaksi) disebut dengan wali. Atas dasar 

pengertian kata wali di atas, dapat dipahami mengapa hukum Islam 

menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi 

kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya karena ayah adalah tentu 

orang yang paling dekat, bahkan yang selama itu mengasuh dan membiayai 

anakanaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah kemudian hak perwaliannya 

digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah. Sebagian ulama 

terutama dari kalangan Hanafiah membedakan perwalian ke dalam tiga 

bagian, yaitu pertama perwalian terhadap jiwa (al-walayah 'alannafs), kedua 

perwalian terhadap harta (al-walayah 'alal-mal), dan ketiga perwalian 
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terhadap jiwa dan harta sekaligus (al-walayah 'alan-nafsiwaf-mali ma'an).57 

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam al-walayah 'alan-nafs, adalah 

perwalian yang berhubungan dengan pengawasan (al-isyraf) terhadap 

urusan atau masalah-masalah keluarga seperti pernikahan, pemeliharaan dan 

pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak yang hak kepengawasannya 

pada dasarnya berada di tangan ayahatau kakek dan para wali yang lain. 

Perwalian terhadap harta adalah perwalian yang berhubungan dengan ihwal 

pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pemeliharaan, pengembangan dan 

pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta adalah perwalian 

yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, serta hanya berada 

di tangan ayah dan kakek.58 

       Pentingnya wali bagi perempuan dalam akad nikah selain karena 

merupakan perintah agama, juga disebabkan karena perempuan adalah 

makhluk mulia yang memiliki beberapa hak dan telah disyariatkan oleh 

Tuhan serta mempunyai satu kedudukan yang dapat menjaga martabat, 

kemanusiaan, dan kesuciannya serta merupakan wujud cinta kasih seorang 

ayah atau keluarganya kepada anak perempuannya yang akan membina 

rumah tangga. 

2. Syarat-Syarat Wali Nikah 

   Orang yang akan menjadi wali nikah harus memenuhi syarat-syarat 

yang telah ditentukan. Apabila wali tersebut tidak memenuhi persyaratan 
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yang telah ditentukan oleh hakim, maka perwaliannya tidak sah. Oleh 

karena itu persyaratan menjadi wali harus dipenuhi, diantaranya yaitu:  

1. Islam 

2. Baligh 

3. Berakal 

4. Laki-laki 

5. Adil.59  

      Sedangkan dalam buku pedoman pegawai pencatat nikah dan 

pembantu pegawai pencatat nikah, persyaratan menjadi wali yaitu:  

1. Beragama Islam 

2. Baligh 

3. Berakal 

4. Tidak dipaksa 

5. Terang laki-lakinya 

6. Adil (bukan fasik) 

7. Tidak sedang ihram haji atau umroh 

8. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya 

oleh pemerintah 

9. Tidak rusak pikiran dan merdeka.60 
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      Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan ketentuan 

tentang perwalian yang diatur dalam pasal 107 ayat 4 agar orang yang 

menjadi wali harus sudah dewasa, berfikiran sehat, jujur, adil dan 

berkelakuan baik. Juga diutamakan agar wali itu sedapat-dapatnya diambil 

dari keluarga anak tersebut, namun apabila terpaksa dapat dilakukan oleh 

orang lain.61 Pada prinsipnya, dari beberapa pendapat-pendapat tidak ada 

perbedaan yang mendasar.  

     Dari berbagai pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-

syarat untuk menjadi wali nikah adalah:  

1) Orang yang mukallaf orang yang mukallaf adalah orang-orang yang 

dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan 

perbuatannya. Anak-anak tidak sah untuk menjadi wali, karena 

faktor kedewasaan menjadi suatu ukuran terhadapkemampuan 

berfikir dan bertindak secara sadar dan baik.62   

2) Muslim Disyaratkan sebagai wali adalah seorang muslim apabila yang 

menikah itu orang muslim juga. Firman Allah dalam surat Ali Imran 

ayat 28: 

لْ  عَ فْ  َ نْ ي ۟   وَمَ ينَ  نِ ؤْمِ مُ لْ ونِ ا نْ دُ اءَ مِ يَ وْلِ نَ أَ ريِ افِ كَ لْ ونَ ا نُ ؤْمِ مُ لْ ذِ ا ت خِ لََ يَ 
مُ  ركُُ ۟   وَيَُُذِّ اةً  قَ  ُ مْ ت هُ  ْ ن وا مِ قُ ت    َ نْ ت لَ  أَ ءٍ إِ يْ نَ الل وِ فِِ شَ سَ مِ يْ لَ كَ فَ  لِ ذمَ

مَ صِيُ ﴿۱۲﴾ لََ الل وِ الْ ۟   وَإِ وُ  سَ فْ  الل وُ نَ 
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Artinya : Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang 

kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. 

Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan 

Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang 

ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri 

(siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu). (Q.S Ali Imran : 

28) 

 Ayat di atas sebagai landasan bahwa umat Islam jika ingin 

menikahatau menikahkan dilarang mengangkat wali yang bukan 

seorang muslim. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa beragama 

Islam merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh wali nikah. 

3) Laki-laki 

 Laki-laki merupakan syarat perwalian, demikian merupakan 

pendapat dari seluruh ulama karena dianggap lebih sempurna, 

sedangkan perempuan dianggap memiliki kekurangan. Perempuan 

dianggap tidak sanggupmewakili dirinya sendiri apalagi orang lain.63 

Pernyataan tersebut memberikan pengertian bahwa wali nikah 

haruslah laki-laki dan tidak boleh perempuan. 

4) Berakal 

 Sebagaimana diketahui bahwa orang yang menjadi wali nikah 

haruslah orang yang tanggung jawab, karena orang yang menjadi wali 

harus orang yang berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya atau 

gila berarti tidak memenuhi yarat untuk menjadi wali. 

 

                                                           
 

63
 Syekh Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga, Cet.1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 50. 



40 
 

 
 

5) Adil (cerdas) 

 Adil yang dimaksud adalah berbuat adil, dan tidak fasik. Menurut 

Imam Syafi‘i, yang dimaksud dengan adil adalah cerdas.64 Cerdas 

yang dimaksud ialah mampu menggunakan akal pikirannya dengan 

sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. 

       Uraian di atas memberikan suatu pengertian bahwa syarat utama 

yang harus dipenuhi untuk menjadi wali dalam pernikahan adalah Islam, 

dewasa, dan laki-laki. Tentang persyaratan yang lain seperti berakal dan 

adil, dapat diambil pengertian baligh karena baligh menunjukan bahwa 

orang itu telah berakal dan muslim atauberagama Islam menunjukan bahwa 

orang tersebut dapat berbuat adil. Dengan demikian, tiga persyaratan 

tersebut pada dasarnya telah mencakupi lima persyaratan yang banyak 

dibahas dalam berbagai buku fiqh atau hukum Islam. 

3. Macam-macam Wali Nikah dalam Islam 

    Mengenai masalah wali menurut ajaran hukum Islam hanya pihak 

perempuan saja yang memerlukan wali dalam melakukan pernikahan, di 

mana wali itu selalu orang laki-laki. Wali nikah ada empat macam, yaitu 

diantaranya Wali Nasab, Wali Hakim, Wali tahkim dan Wali Maula. 

a. Wali Nasab 

 Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan 

perempuan yang akan melakukan pernikahan. Terdapat perbedaan 
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pendapat tentang urutan wali nasab di antara para ulama fiqh. Imam 

Malik mengatakan bahwa perwalian ini didasarkan atas ashabah, 

kecuali anak laki-laki dan keluarga yang terdekat lebih berhak untuk 

menjadi wali. Selanjutnya Imam Malik mengatakan bahwa anak laki-

laki sampai ke bawah lebih utama, lalu ayah sampai ke atas, kemudian 

saudarasaudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki 

seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara-saudara lelaki 

seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara lelaki seayah saja 

lalu kakek dari pihak ayah sampai ke atas.65  

 Wali nasab dibagi menjadi dua yaitu wali dekat (aqrab) dan wali 

jauh (ab‟ad). Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab‟ad ialah 

sebagai berikut:  

1. Apabila wali aqrab nya belum dewasa,  

2. Apabila wali aqrabnya gila, dan  

3. Apabila wali aqrabnya bisu atau tuli.66 

b. Wali Hakim 

 Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi, atau orang 

yang diangkat oleh pemeritah untuk bertindak sebagai wali nikah 

dalam suatu pernikahan. Rasulullah SAW bersabda: 

لوَُ  لََوَلِ   مَنْ  وَلِم  فاَالسملْطاَنُ   
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Artinya: “Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi 

seseorang yang tidak ada walinya.” (HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu 

Majah, dan Nasa‟i).  

 

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: 

1) Kepala pemerintahan  

2) Khalifah atau pemimpin, penguasa pemerintahan atau qadi 

nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk 

menikahkan wanita yang berwali hakim.  

 Apabila tidak ada orang-orang tersebut di atas, maka wali hakim 

dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut 

atau orang-orang yang alim. Wali hakim dijadikan wali dari sebuah 

akad nikah jika dalam keadaan-keadaan berikut: 

1) Tidak ada wali nasab, 

2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab‟ad,  

3) Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh ± 92,5 km 

atau dua hari perjalanan,  

4) Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui,  

5) Wali aqrabnya adlal,  

6) Wali aqrabnya berbelit-belit danmempersulit,  

7) Wali aqrabnya sedang ihram,  

8) Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah, dan  
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9) Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali 

mujbir tidak ada.67 

Wali hakim tidak berhak menikahkan:  

1) Perempuan yang belum baligh,  

2) Kedua belah pihak (calon perempuan dan laki-laki) tidak sekutu,  

3) Tanpa seizin perempuan yang akan menikah, dan  

4) Perempuan yang berada diluar daerah kekuasaannya.68 

c. Wali Tahkim 

  Wali tahkim, yaitu wali yang diangkat oleh calon suami atau 

calon istri. Orang yang bisa diangkat sebagai wali tahkim adalah 

orang lain yang disegani, terpandang, luas ilmu fiqh nya terutama 

tentang munakahat, berpandangan luas,Islam, adil dan laki-laki.  

 Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan 

wali hakim padahal ditempat itu tidak ada wali hakimnya, maka 

pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali tahkim. Caranya ialah 

kedua calon mempelai (calon suami dan calon isteri) mengangkat 

seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk 

menjadi wali dalam pernikahan mereka. Adapun cara 

pengangkatannya (cara tahkim) adalah:  

1) Calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan 

kalimat, ―Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya 
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kepada si... (calon istri) dengan mahar... dan putusan bapak atau 

saudara saya terima dengan senang.‖ Setelah itu, si calon istri 

menjawab, ―saya terima tahkim ini‖.  

Wali tahkim terjadi apabila:  

a) Wali nasab tidak ada,  

b) Wali nasab gaib atau berpergian sejauh dua hari perjalanan 

serta tidak ada wakilnya disitu, dan  

c) Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan 

rujuk.69  

d. Wali Maula  

 Wali maula yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya 

majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang 

berada dalam perwaliannya apabila perempuan itu rela menerimanya. 

Maksudnya perempuan disini terutama adalah hamba sahaya yang 

berada di bawah kekuasaannya.70 

 Adapun Imam Syafi‘i berkata, ―orang yang menikahkannya 

haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau 

lebih jauh. Sebab, wali termasuk syarat pernikahan. Jadi, pengantin 

tidak boleh menikahkan dirinya sendiri seperti penjual yang tidak 

boleh membeli barangnya sendiri. Dengan demikian, Allah tidak 
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melarang mereka yang menikahkan budak perempuan untuk dirinya 

sendiri atas dasar suka sama suka dan kerelaan di antara keduanya.71  

 Wali dalam pernikahan adalah orang yang bertanggungjawab atas 

pernikahan yang dilaksanakan di atas perwaliannya, sehingga 

pernikahan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali yang 

menyerahkan mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum 

Islam, ijab adalah wewenang wali semata-mata. Karena peranan wali 

yang mempunyai arti penting akan tetap dipertahankan, apabila wanita 

itu tidak mempunyai wali nasab bisa digantikan kedudukannya oleh 

wali hakim.72 

4. Fungsi Wali dalam Islam 

    Dalam ajaran agama Islam, terdapat perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan khususnya dalam masalah pernikahan. Seorang laki-laki jika 

telah dewasa dan aqil baligh, maka ia memiliki hak untuk melakukan akad 

nikahnya sendiri. Hal ini berbeda dengan perempuan, walaupun ia 

dimintakan persetujuannya oleh walinya, tetapi tidak ia diperkenankan 

untuk melakukan akad nikahnya sendiri.73 Suatu pernikahan menjadi sangat 

mungkin sebagai titik tolak berubahnya hidup dan kehidupan seseorang. 

Dan dengan adanya anggapan bahwa wanita dalam bersikap atau bertindak 
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lebih sering mendahulukan perasaan dari pada pemikirannya, maka 

dikhawatirkan ia dapat melakukan suatu yang dapat menimbulkan kehinaan 

dirinya yang hal tersebut juga akan menimpa walinya Oleh karena itu dalam 

hal pernikahan, anak perempuan haruslah dikuasakan kepada wali. Hal ini 

didasarkan dengan asumsi bahwa seorang wali tidak mungkin berniat buruk 

yang akan mencelakakan dan menghinakannya.74 Di samping itu dalam 

prakteknya di masyarakat, pihak perempuanlah yang mengucapkan ijab atau 

penawaran, sedangkan pengantin laki-laki yang diperintahkan mengucapkan 

qabul atau penerimaan. Karena perempuan pada fitrahnya adalah pemalu, 

maka dalam pengucapan ijab itu perlu diwakilkan kepada walinya. Hal ini 

berarti bahwa fungsi wali dalam hal pernikahan adalah menikahkan pihak 

perempuan. 

C. Taukil Wali Nikah  

       Taukil  Wali ini sama halnya dengan perwakilan, perwakilan dengan 

berbagai bentuk akad itu pada dasarnya diperbolehkan. Ulama fiqh sepakat 

berpendapat bahwasanya segala bentuk akad yang dilakukan manusia untuk 

dirinya dapat diwakilkan kepada orang lain. 

1. Pengertian Taukil 

  Wali Kata taukil sendiri berasal dari kata wakkalayu-wakkilu-taukilan 

yang memiliki arti penyerahan atau pelimpahan kekuasaan. Dari segi makna 

taukil dan wakalah itu sama, tidak ditemukan perbedaannya karena berasal 
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dari kata yang sama yaitu wakala.75 Wakalah ialah seseorang yang 

menguasakan suatu urusan berbentuk akad kepada orang lain untuk 

mewakilinya, adapun urusan yang membolehkan adanya pelimpahan 

kekuasaan seperti halnya jual beli, pengajuan perkara, wali nikah, dan lain-

lain.76  

    Dalam ranah perkawinan, wakalah biasa disebut dengan taukil wali, 

yaitu wali mempelai perempuan (muwakkil) mewakilkan kewaliannya 

kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menikahkan anak 

perempuannya (wakil). 

2. Dasar Hukum Taukil Wali 

    Dalam perspektif hukum Islam, praktik taukil wali ini diperbolehkan 

baik wali nasabnya itu hadir ataupun tidak hadir. Hal ini diputuskan karena 

telah diriwayatkan dari Rasulullah saw jika beliau pernah mewakilkan Abu 

Rafi‗i untuk menikahi Maimunah dan beliau juga pernah mewakilkan Raja 

Najasyi untuk menikahkannya dengan Ummu Habibah. Pernikahan 

termasuk akad yang dibolehkan untuk diwakilkan karena pernikahan adalah 

akad timbal balik seperti halnya jual beli. Perwakilan ini sahnya tidak harus 

dengan izin calon mempelai wanitanya dan proses sighat perwakilan itu 

tidak perlu dihadirkan dua orang saksi. Sebagian penganut madzhab Syafi‗i 

mengemukakan orang yang tidak terpaksa tidak boleh mewakilkan 
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kewaliannya kecuali dengan izin wanita yang akan dinikahkan. Demikian 

halnya juga wali hakim, ia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk 

menikahkan seperti Kepala KUA yang bisa mewakilkan kepada Penghulu 

Madyanya.77 

    Kebolehan  yang  telah dijelaskan sebelumnya itu didasarkan kepada 

sumber-sumber hukum berikut ini: 

a. Al-Qur‘an  

ذِهِ  ٓ آ بْ عَثوُٱفَ  لْمَدِينَةِ ٱإِلََ  ۦ أَحَدكَُم بِوَرقِِكُمْ ىمَ  

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota 

dengan membawa uang perakmu ini” (Q.S. al-Kahfi [18]: 19). 

 

 Dalam potongan ayat itu disebutkan untuk mengutus seseorang 

agar menggantikannya. Akhirnya ayat tersebut dijadikan landasan 

bagi kasus-kasus perwakilan, seperti halnya dengan taukil wali yang 

menggunakan ayat ini sebagai salah satu dasar hukumnya. Dengan 

syarat adanya kerelaan dari pihak yang memberikan kuasa tersebut. 

Kemudian terdapat lagi firman Allah swt dalam Q.S. al-Nisa‗: 35 

 

نْ  ا مِ مً كَ وِ وَحَ لِ ىْ نْ أَ ا مِ مً كَ وا حَ ثُ عَ ابْ  ا فَ مَ هِ نِ يْ  َ اقَ  ب قَ مْ شِ تُ فْ نْ خِ وَإِ
انَ  ن  الل وَ كَ ۟   إِ ا  مَ هُ نَ  يْ  وَفِّقِ الل وُ بَ  ا يُ  حً لََ صْ ا إِ ريِدَ نْ يُ ا إِ هَ لِ ىْ أَ

ياً بِ ا خَ يمً لِ  عَ
“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 

Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang 
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hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu 

bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 

kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Mengenal.” (Q.S. al-Nisa„ [4]: 35) 

 Ayat ini turun saat terjadi perselisihan antara suami dan istri, 

maka Allah swt berfirman dan jika kamu khawatirkan ada 

persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari 

keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan untuk 

mengutus seseorang agar menengahi masalah mereka.78 Mengirim 

utusan guna menjadi penengah untuk menengahi suatu masalah 

sebenarnya merupakan salah satu upaya dari si penengah yang 

mewakili pihak a dan pihak b untuk berkomunikasi dengan baik 

sehingga dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. 

b. Hadits 

 Ada sebuah kisah dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud 

yaitu: 

هَاوكََانَ  فَ هَلَكَ  جَجْشٍ  عِنْدَابْنِ  حَبِيْبَةَأنَّ هَاكَانَتْ  أمُ   عَنْ   ىَاجَرَإلِىَأَرْضِ  فِيْمَنْ  عَن ْ
وَسل مَ  عَلَيْوِ  الل وُ  صَل ى الل وِ  رَسُوْلُ  الِْبََشَةِفَ زَو جَهَاالن جَاشىم   

“Dari Ummu Habibah, awalnya dia adalah isteri dari )Abdullah( bin 

Jahsy, kemudian ia wafat. Dia termasuk yang hijrah ke negeri 

Habasyah, maka raja Najasyi menikahkannya dengan Rasulullah saw, 

ketika dia tinggal bersama mereka )di negeri Habasyah(.” (HR. Abu 

Dawud)79 
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 Ramlah binti Abu Sofyan, atau biasa kita kenal dengan Ummu 

Habibah adalah salah satu istri Rasulullah saw yang dinikahi saat 

mereka berada pada jarak yang sangat jauh, Ummu Habibah saat itu 

berada di Habasyah (Afrika) sedangkan Rasulullah saw sedang berada 

di Madinah. Karena terhalang jarak maka Rasulullah saw menikahi 

Ummu Habibah dengan mengutus Amr bin Umayyah adh-Dhamri r.a 

sebagai wakil Rasulullah saw dan menunjuk Raja Najasyi sebagai 

wali untuk menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah saw 

karena dia tinggal bersama ketika di negeri Habasyah.80 

 Terdapat lagi kisah Rasulullah saw mengutus seseorang untuk 

menikahkannya yaitu: 

 

هَا الل و رَضِيَ الْنَْصَارمََِوُْنةَ وَرَجُلًَمِنَ  أبَاَرَفِعَ  وَسَل مَ وكَ لَ  عَلَيْوِ  الل وُ  صَل ى الن بِ  أَن عَن ْ  
 

“Sesungguhnya Nabi saw mewakilkan kepada Abu Rafi‟i dan seorang 

lagi dari kaum Anshar, lalu kedua orang itu menikahkan Nabi dengan 

Maimunah r.a.”81  
 

 Suatu ketika, Rasulullah saw mengutus Abu Rafi‗i, yaitu 

seseorang budak yang telah dimerdekakan oleh beliau, dengan 

seorang sahabat dari kalangan Anshor untuk mewakili beliau untuk 

menikahi Maimunah r.a.  

Kaidah-Kaidah Hukum asal dari taukil wali adalah boleh, karena 

hukumnya disamakan dengan hukum wakalah. Tetapi hukum ini bisa 
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berubah sesuai dengan urusan yang dikerjakan, hukumnya bisa sunnah jika 

menolong perkara yang disunnahkan, makruh jika menolong perkara yang 

makruh, bahkan hukumnya bisa juga haram jika yang diwakili itu perkara 

haram, maka wajib bagi orang yang dimintai pertolongan wakil itu untuk 

menolak jika perkaranya berbahaya ataupun haram.82 

Sesuatu hal yang dimaksud adalah semua jenis akad yang bisa 

diwakilkan, seperti halnya pernikahan, jual beli ataupun utang-piutang. 

Untuk kasus akad nikah yang bertujuan untuk kebolehan bergaul antara laki-

laki dan perempuan, maka dalam hal akad itu boleh diwakilkan dan 

kedudukan wakil itu sama dengan kedudukan yang mewakilkannya.83 

3. Pendapat Para Madzhab Mengenai Taukil Wali 

        Perwakilan ini dapat dilakukan baik dengan ucapan maupun tulisan 

dan para fuqaha sepakat bahwa tidak disyaratkan adanya saksi pada saat 

perwakilan dilakukan, tetapi ada baiknya wakil mendatangkan saksi sebagai 

tidakan kewaspadaan karena ditakutkan adanya persengketan yang terjadi. 

Kekuasaan yang didapatkan oleh wakil dapat berlaku tindakannya sesuai 

dengan yang sebagaimana mestinya wali yang melakukan perwakilan ini 

lakukan. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat para madzhab mengenai 

taukil wali ini:  
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a. Madzhab Hanafi  

 Menurut pendapat madzhab ini, suatu perkawinan sah apabila 

kedua mempelai baik laki-laki dan perempuan sudah memiliki 

kemampuan sempurna dalam arti sudah akil baligh dan juga merdeka 

maka perempuan ini dapat menikahkan dirinya sendiri. Karena hal 

tersebut maka mempelai perempuan yang lebih memiliki hak untuk 

mewakilkan orang lain untuk menikahkan dirinya daripada wali 

nasabnya. Dan terjadinya perwakilan ini harus berdasarkan izin dari 

orang yang diwakili yaitu di sini orang yang lebih berhak adalah calon 

mempelai perempuan itu sendiri.  

 Wewenang wakil menurut madzhab ini terbatas karena wakil 

dalam akad perkawinan sama seperti halnya dalam semua akad, maka 

menurut madzhab Hanafi wakil ini tidak boleh mewakilkan kembali 

perwakilan ini kepada orang lain karena orang yang dia wakili 

(muwakkil) merasa rela kepadanya bukan kepada orang lain lainnya 

kecuali memang sudah ada izin dari muwakkil itu sendiri.84  

 Adapun tindakan yang berhak dilakukan hanya sebatas apa yang 

diwakilkan saja tidak dengan perkara diluarnya. Akan tetap terdapat 

beberapa masalah yang disepakati oleh Abu Hanifah dan sahabatnya 

yaitu:  
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1) Jika muwakkil seorang perempuan maka wakilnya harus 

menikahkan perempuan tersebut dengan orang yang setara 

dengannya karena biasanya seorang perempuan demi 

kemashlahatannya ia tidak ingin menikah kecuali dengan orang 

yang setara dengannya agar tidak terjadi pertentangan di dalam 

keluarganya.  

2)  Jika muwakkil seorang laki-laki yang ingin menikahi 

perempuan buta maka jika wakil menikahkannya dengan wanita 

yang bisa melihat maka akad tersebut sah terlaksana untuknya 

karena dia melakukan penyimpangan yang lebih baik dari apa 

yang ditetapkan orang yang dia wakili tersebut.  

3) Jika muwakkil seorang laki-laki yang akan menikah dengan 

perempuan yang belum baligh maka hukumnya boleh mengikuti 

pendapat dari kesepakatan para fuqaha. Jika perempuan tersebut 

masih ada dalam garis nasabnya baik masih belum baligh 

ataupun sudah baligh maka tidak sah akad itu karena 

terwujudnya tuduhan yang mencegah terlaksananya suatu akad.  

4) Jika wakil ditunjuk untuk menikahkan dua orang perempuan dan 

dia menikahkan salah satu dari perempuan itu maka akadnya sah 

terlaksana karena adanya hak pilihan dalam mewakilkan.  

5) Jika wakil diberikan wewenang unutk menikahkan muwakkil 

dengan seorang perempuan dan tidak adanya penentuan maka 
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wakil menikahkannya dengan dua orang yang berbeda di tempat 

dan waktu yang berbeda maka yang sah pelaksanaan akadnya 

adalah yang paling pertama, sedangkan yang kedua tergantung 

dengan izin dari muwakkil.  

6) Jika muwakkil seorang perempuan dan menunjuk laki-laki 

sebagai wakilnya lalu dia menikahkan perempuan tersebut 

dengan dirinya sendiri maka akad ini tidak sah pelaksanaannya 

kecuali dengan izin perempuan tersebut.85  

b. Madzhab Syafi‗i 

     Menurut madzhab ini perwakilan (taukil wali) boleh dilakukan 

dan yang berhak melakukan perwakilan adalah wali mujbir dari 

seorang perempuan yang akan menikah. Tetapi jika wali selain wali 

mujbir maka harus dengan izin sang perempuan yang akan menikah 

itu, jika perempuan tersebut menyetujui maka dia dapat 

mewakilkannya tetapi jika perempuan tersebut menolaknya maka dia 

tidak boleh mewakilkannya. Dalam akad nikah menurut jumhur 

fuqaha dan madzhab ini bahwa akad tidak boleh dilakukan hanya 

dengan satu pelaksana (pelaksana ijab dan pelaksana qabul) karena 

satu orang tidak bisa menggambarkan menjadi orang yang 

menyerahkan dan menerima. Tetapi Syafi‗i mengecualikan kasus 

kakek yang menikahkan cucu perempuan dari anak laki-lakinya 
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dengan cucu laki-laki dari anak laki-lakinya yang lain, hal itu 

diperbolehkan karena dianggap kondisi darurat. Untuk hak-hak dari 

akad nikah itu kembali kepada orang yang asli karena wakil hanya 

bertindak sebagai utusan dari orang yang diwakilkan. Oleh karena itu 

wakil tidak berhak menuntut agar maharnya dipenuhi, nafkah dan hal 

lain yang bersangkutan karena hak itu kembali kepada orang yang 

mewakilkannya. Jika akad nikah yang diwakili mengandung tipuan 

seperti terdapatnya cacat fisik pada calon mempelai pengantinnya 

maka menurut madzhab Syafi‗i akad tersebut tidak sah, ini ada fatwa 

yang digunakan dalam kehakiman di Mesir.86  

c. Madzhab Maliki 

  Menurut madzhab ini taukil wali pada dasarnya boleh dilakukan 

tetapi ada aturan tambahan yaitu madzhab ini memberikan kebolehan 

bagi laki-laki mewakilkan orang yang memiliki salah satu penghalang 

yaitu ihram haji ataupun umrah, maupun orang idiot, maka boleh 

baginya untuk mewakilkan kepada orang Nasrani, seorang budak, 

ataupun seorang perempuan dan anak laki-laki yang sudah baligh 

untuk menikahkan seorang perempuan yang dia walikan. Jika akad 

nikah yang diwakili mengandung tipuan seperti terdapatnya cacat fisik 

pada calon mempelai pengantinnya maka menurut madzhab Maliki 

akad tersebut tergantung izin dan kerelaan dari yang diwakili, jika 
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mereka tidak masalah maka pernikahannya sah begitupun sebaliknya 

jika tidak menerima maka pernikahannya tidak sah.  

 Madzhab Maliki menguraikan sebagian perselisihan dengan 

pernyataan, jika seorang perempuan menunjuk walinya yang selain 

wali mujbir untuk menikahkannya dengan orang yang dia cintai, maka 

dia harus menentukan calon suaminya sebelum akad karena adanya 

perbedaan tujuan perempuan dalam pandangannya terhadap laki-laki, 

jika tidak ditentukan maka akad bergantung kepada izinnya. Madzhab 

inipun membolehkan anak laki-laki paman (sepupu), wakil wali, dan 

hakim untuk menikahi perempuan itu kepada dirinya sendiri dan 

dilaksanakan sendiri kedua belah pihak akad. Hendaknya itu 

disaksikan keridhaan si perempuan dengan saksi karena dikhawatirkan 

akan terjadi masalah di kemudian harinya.87  

d. Madzhab Hambali  

 Jumhur fuqaha selain madzhab Hanafi yaitu termasuk madzhab 

Hambali membolehkan taukil wali tetapi tidak mengizinkan 

perempuan yang akan menikah untuk meminta mewakilkan orang lain 

kecuali walinya. Karena dia tidak memiliki hak untuk pelaksanaan 

akad nikahnya sendiri. Madzhab ini berpendapat izin perempuan 

dalam perwakilan tidak dianggap dalam sahnya akad perwakilan 

karena itu adalah hak dari walinya, begitu juga dengan dua orang saksi 
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yang tidak diwajibkan. Tetapi jika wali mujbir yang memberikan hak 

perwakilannya maka wakil tidak perlu izin kepada perempuan yang 

akan menikah, namun jika selain dari wali mujbir yang memberikan 

hak perwaliannya maka wakil harus meminta persetujuan dari 

perempuan tersebut untuk melakukan tugas yang telah dilimpahkan 

kepadanya. Sama seperti madzhab Syafi‗i, jika terdapat tipuan dalam 

akad seperti terdapatnya cacat fisik pada calon mempelai 

pengantinnya maka akad tersebut tidak sah. Jumhur fuqaha termasuk 

madzhab Hambali memutuskan bahwa akad tidak boleh hanya 

dilakukan oleh satu orang saja karena harus ada pihak yang 

memberikan dan pihak yang menerima.88 Jumhur fuqaha selain 

madzhab Hanafi berpendapat bahwa seorang wanita tidak boleh 

mewakilkan orang yang selain walinya untuk menikahkannya karena 

dia tidak memiliki pelaksanaan akad untuk dirinya sendiri, maka dia 

juga tidak memiliki hak untuk mewakilkan orang lain untuk perkara 

ini. Akan tetapi wali mujbir si perempuan boleh mewakilkannya 

karena hal tersebut memanglah hak dari seorang wali. Sedangkan 

menurut madzhab Hanafi seorang perempuan yang akan menikah 

boleh mewakilkan haknya untuk menikahkannya. Karena pada 

madzhab Hanafi tidak diwajibkan adanya wali untuk menikah, jika 

laki-laki dan perempuan yang akan menikah sudah memiliki 
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kemampuan yang sempurna (akil, baligh, dan merdeka) maka 

perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri begitupun seorang 

perempuan bisa mewakilkannya.  

4. Rukun dan Syarat Taukil  

     Untuk melaksanakan taukil atau perwakilan maka hrus memenuhi 

rukun dan syaratnya yaitu sebagai berikut:  

a. Muwakkil (orang yang mewakilkan atau pemberi kuasa)  

 Syarat untuk muwakkil yaitu orang yang memberi kuasa harus 

seseorang yang dapat bertindak terhadap apa yang diwakilkan dan 

benar memang dia pemilik sah dari tindakan yang akan diwakilkan 

itu. Bagi seseorang yang memiliki gangguan jiwa atau anak kecil yang 

belum mummayiz maka mereka kehilangan kepemilikannya dan tidak 

memiliki hak untuk bertindak.89  

b. Wakil (orang yang menerima kuasa)  

 Syarat untuk orang menerima kuasa ini adalah harus seseorang 

yang berakal. Seorang anak kecil yang tidak dapat membedakan baik 

buruk tidak boleh mewakilkan tetapi Hanafi berpendapat bahwa anak 

yang sudah baligh dan sudah bisa membedakan baik buruk maka 

boleh menjadi wakil. Adapun sebagian dari Hanafi yang 

membolehkan anak yang belum baligh menjadi wakil, hal itu dasarkan 

pada kisah Amar bin Ummu Salamah yang menikahkan ibunya 
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dengan Rasulullah saw, disaat Amar masih seorang anak kecil yang 

belum baligh.  

c. Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan) 

  Syarat utama untuk sesuatu yang diwakilkan itu adalah tindakan 

yang baik bukan perkara-perkara buruk. Kemudian sesuatu yang 

diwakilkan itu harus diketahui secara persis oleh orang yang akan 

menjadi wakilnya. Sesuatu yang diwakilkan ini berlaku untuk semua 

jenis akad yang dilakukan oleh manusia, diantaranya yaitu akad jual 

beli, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam, perkawinan, cerai dan 

mengatur harta. Hal itu berlaku bagi pria dan wanita.  

d. Sighat (lafal untuk mewakilkan) 

  Syarat dari sighat itu harus disampaikan secara jelas oleh orang 

yang akan mewakilkan sebagai tanda kerelaan dari muwakkil, dan 

adanya lafal penerimaan dari sang wakil karena kerelaannya untuk 

mewakili perkara yang akan diwakilkan tersebut.90 
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